
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 

II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan, Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor l 04, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4421 ); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undanga-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6801); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor l 09 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan 
Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah 

BUPATIMUNA 
: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 

8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022, perlu menetetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Peubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUP ATEN MUNA 

TAHUN ANGGARAN 2022 

TENT ANG 

NOMOR 79 T AHUN 2022 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUNA 

BUPATIMUNA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor I, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4070); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lem bar Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Istansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah 
antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 

17. Peraturan Pemerintah Norn or 65 tahun 20 IO tentang Si stern Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 11 O); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hi bah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangka Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimna telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Norn or 106); 

21. Peraturan Pemerintah Norn or 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Norn or 2); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Norn or 187); 

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Norn or 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor I 04 Tahun 2021 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pepublik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 416); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dana 
Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walokota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walokota dan Wakil Walikota 
(Berita negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 902); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pepublik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang 
Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalaluasi Pembangunan daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

3 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Norn or 1560); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

34. Peraturan Menteri Keuangan Norn or 215/PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau; 



252.870. 780.283,00 
0,00 

Rp. 
Rp. 

Jumlan Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 

3. Pem biayaan 
a. Penerimaan 

1). Semula Rp. 236.039.840.000,00 
2). Bertambah =R=P·'----~4=2~. 7=24~.2=5~5~.8=3~9 ,~O~O 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 278.764.095.839,00 
b. Pengeluaran 

1 ). Semula Rp. 25.893.315.556,00 
2). Bertambah/(berkurang) =R-P~· -------~O~,O~O 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 25.893.315.556,00 

l.515.160.043.283,00 
252.870. 780.283,00) 

Rp. 
(Rp. 

Jumlah Belanja Setelah Perubahan 
(Defisit) Setelah Perubahan 

1.447.111.966.444,00 
68.048.076.839,00 

Rp. 
Rp. 

2. Belanja 
a. Semula 
b. Bertambah 

1.262.289.263.000,00 Rp. Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan 

l .236.965.442.000,00 
25.323.821.000,00 

Rp. 
Rp. 

1 . Pendapatan Daerah 
a. Semula 
b. Bertambah 

Pasal 2 
APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. l.473.005.282.000,00 bertambah sebesar 
Rp. 68.048.076.839,- sehingga menjadi sebesar Rp. 1.541.053.358.839 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja 
Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 
I . Daerah adalah Kabupaten Muna 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna 
3. Bupati adalah Bupati Muna 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna 
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Perangkat Daerah 

pada Pemerintah Kabupaten Muna Selaku Penguna Anggaran yang melakukan Pengelolaan Keuangan 
daerah 

6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD, adalah Rencana Keuangan 
Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama antara Pemerintab Daerah dan dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal I 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPA TAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

Menetapkan 

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana 
Reboisasi 

36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 
Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna 
Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna (Lembaran 
daerah Kabupaten Muna Nomor 3); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna 
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 01). 



EDDY 
SERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR 79 

SEKRET ARIS DAERAH, 

Diundangkan di Raha 
Pada Tanggal 28 Oktober 2022 

MMAD RUSMAN EMBA 

Ditetapkan di Raha 
Pada t gal 28 Oktober 202 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan 
pene'!!Pat~nya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. 

Pasal 4 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum 
pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal 3 
Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai mana dimaksud 
pasal 2 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 


